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ABSTRAK

Pelayanan publik atau public service adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menyelesaiakan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya membuat inovasi KLAMPID. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana implementasi pembuatan e-KTP online Klampid New Generation di
Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Fokus penelitian ini berpedoman pada
teori implementasi dari George C. Edward 11l yaitu 4 faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur
birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan model interaktif dari Hubermen. Keabsahan data
mengunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) faktor
komunikasi mempengaruhi kegagalan dikarenakan sub fokus penyebaran
informasi tidak optimal. (2) faktor sumber daya mempengaruhi faktor kegagalan
dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang kurang sehingga berpengaruh
kepada pegetahuan terhadap teknologi. (3) faktor disposisi mempengaruhi
keberhasilan dikarenakan sikap dari petugas setempat sangat membantu
masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. (4) faktor struktur
birokrasi mempengaruhi keberhasilan dikarenakan pelaksana kebijakan mematuhi
Standar Operasional Prosedur dan pembagian tugas sesuai dengan keahlian
masing-masing. Secara umum impementasi judul berhasil meskipun belum
optimal, dari 4 faktor yang memiliki 8 sub fokus hanya terdapat 2 sub fokus yang
mempengaruhi kegagalan.
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ABSTRACT

Public service is a series of activities aimed at solving problems and meeting
community needs. The Surabaya City Government, through the Surabaya City
Population and Civil Registry Service, created the KLAMPID innovation. The
aim of this research is to find out how to implement the Klampid New Generation
online e-KTP creation in Tambaksari District, Surabaya City. The focus of this
research is guided by George C. Edward Ill's implementation theory, namely 4
factors that influence success and failure: communication, resources, disposition,
bureaucratic structure. The research method used is descriptive gualitative with
data collection techniques, namely interviews, observation and documentation.
The data analysis technique uses an interactive model from Hubermen. The
validity of the data uses data triangulation techniques. The research results state
that (1) communication factors influence failure because the sub-focus of
information dissemination is not optimal. (2) resource factors influence the failure
factor due to the community's lack of education level, which influences
knowledge of technology. (3) disposition factors influence success because the
attitude of local officers is very helpful to the community in managing population
administration. (4) bureaucratic structure factors influence success because policy
implementers comply with Standard Operating Procedures and distribute tasks
according to their respective expertise. In general, the title implementation was
successful even though it was not optimal, of the 4 factors which had 8 sub-
focuses, there were only 2 sub-focuses that influenced failure.

Keywords: Implementation, e-KTP, Klampid New Generation

A. PENDAHULUAN

Administrasi negara adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintahan dengan tujuan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan
kebijakan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengalami pergseran
paradigma yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Paradigma rule
government merupakan paradigma yang dilandasi oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berdasarkan kehendak pemerintahan bergeser menjadi
paradigma good governance dimana pelayanan publik melibatkan masyarakat
serta pihak swasta untuk melaksanakan pelayanan publik demi melaksanakan
pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik dianggap sukses ketika masalah
yang dipecahkan selesai dan tidak menimbulkan masalah lain serta dapat
kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan publik terpusat pada upaya pemerintah
setempat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memenuhi ekspetasi
masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan salah
satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang administrasi kependudukan.
Dengan berkembangnya masyarakat dan ekspetasi masyarakat terhadap kualitas
layanan kependudukan juga semakin meningkat maka pemerintah dituntut untuk
membuat pengembangan dalam pelayanan kependudukan. Penduduk Kota
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Surabaya yang mengalami peningkatan setiap tahunnya juga akan menimbulkan
antrean yang sangat menumpuk. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah
kebijakan sangat dibutuhkan, dalam hal ini e-government atau pelayanan yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu masyarakat dan
stalkholder terkait untuk meningkatkan pelayanan.

Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang atau sering sekalidisebut KLAMPID
merupkan salah satu inovasi dalam melakukanpelayanan masyarakat
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online yang
dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari adanya inovasi ini
yakni untuk mempermudah kepengurusan administrasi kependudukan, serta
mencipakan lingkungan masyarakat yang sadar administrasi kependudukan. Pada
tanggal 1 Juli 2022 meluncurkan sebuah aplikasi bernama Klampid New
Generation. Aplikasi ini merupakan wujud dari pengoptimalan inovasi klampid
sebelumnya. Aplikasi Klampid New Generation dapat digunakan dengan
smartphone berbasis android dan dapat diunduh melalui playstore dengan
keyword “KNG”, dan dapat diakses melalui website
https://v2.klampid.disdukcapilsurabaya.id. Klampid New Generation diharapkan
bisa lebih baik dari klampid versi sebelumnya.

Namun dalam pelaksanaannya lebih dari 500 orang setiap bulannya yang
menggunakan bantuan petugas kantor Kecamatan Tambaksari. Permasalahan
yang sering ditemukan yakni banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adaya
inovasi KNG ini, banyak juga informasi yang kurang jelas dari petugas sehingga
terjadi adanya kesalah pahaman di masyarakat dan masih banyak masyarakat yang
belum bisa beradaptasi dengan inovasi yang dikembangkan sehingga inovasi
Klampid New Generation masih dianggap belum optimal.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
mengutamakan analisis dari suatu masalah. Pada penelitian ini juga lebih
difokuskan pada proses dengan makna dari permasalahan yang dibahas pada
penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi
pembuatan e-KTP online Klampid New Generation di Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya. Fokus penelitian ini berpedoman pada teori implementasi dari
George C. Edward Ill yaitu 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan model interaktif dari Hubermen. Keabsahan data mengunakan
teknik triangulasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori implementasi menurut George Edward Il mengemukakan bahwa
kebijakan memiliki 4 faktor dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.
Faktor tersebut yakni yang pertama komunikasi, di dalam komunikasi terdapat
beberapa indikator di dalamnya yakni kejelasan informasi dan transmisi
(penyaluran informasi). Faktor kedua adalah sumber daya, indikator dalam
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sumber daya terdiri dari sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya staf,
sumber daya wewenang dan sumber daya sarana prasarana atau fasilitas. Faktor
ketiga adalah disposisi atau sikap, indikator dalam disposisi sikap adalah niat,
pemahaman serta tanggapan saat pelaksanaan pemberian layanan. Dan faktor
terakhir adalah struktur birokrasi, indikator dalam struktur birokrasi adalah alur
dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran
tanggung jawab.
Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini bermaksud komunikasi antara pihak
Kecamatan Tambaksari sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan.
Agar informasi yang didapat oleh masyarakat tentang layanan kependudukan
online Klampid New Generation merata dan tepat sasaran perlu dilaksanakan
sosialisasi. Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
yang bermaksud dapat dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media lain
seperti media sosial.
Transmisi

Dalam penelitian ini penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak
Kecamatan Tambaksari dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya melalui media sosial yakni Instagram resmi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya, Web resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Surabaya dan Youtube resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya. Lalu penyebaran informasi selanjutnya yakni melalui media cetak yakni
brosur dan pamflet yang di tempel di mading informasi dan dapat diakses secara
online di Web dan Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya. Selanjutnya yakni adanya sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi di balai RW dengan
dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, PKK dan Karang Taruna serta sosialisasi
seacara door to door atau sosialisasi langsung kerumah masyarakat sekitar.

Namun, penyebaran informasi secara langsung atau sosialisasi sempat
mengalami kendala atau terhambat dikarenakan kurang meratanya penyebaran
informasi tersebut. Dalam penyebaran informasi secara sosialisasi langsung tidak
dilakukan secara merata. Sosialisasi hanya dilakukan oleh ketua RW melalui
whatsapp saja. Padahal jangkauan masyarakat dibawahnya itu lebih luas dan
banyak. Beruntungnya karena penyebaran informasi secara digital melalui media
sosial dapat memperbaiki permasalahan pemerataan penyebaran informasi
tersebut. Banyaknya masyarakat yang punya akses media sosial dapat
mendapatkan informasi melalui media sosial Instagram, Web dan Youtube resmi
milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Kejelasan

Pelaksana dari implementasi kebijakan di Kecamatan Tambaksari dipastikan
telah memahami kebijakan pelayanan e-KTP melalui Klampid New Generation
dikarenakan sebelum karyawan terjun langsung membantu masyarakat akan ada
pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Surabaya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanaan untuk memberikan informasi
yang jelas kepada masyarakat yakni adanya sosialisasi secara langsung dan tidak
langsung yakni penyebaran informasi melalu media sosial.
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Implementasi pembuatan e-KTP online Klampid New Generation
Kecamatan Tambaksari telah melaksanakan komunikasi yang cukup baik namun
ada beberapa kekurangan dalam penyebaran informasi secara langsung atau
melalui sosialisasi. Faktor komunikasi melalui sosialisasi secara langsung belum
dapat dianggap berhasil dan cenderung gagal dikarenakan terhambatnya informasi
yang didapat masyarakat. Seharusnya informasi dapat diperoleh secara langsung
melalui sosialisasi, namun karena ketua RW hanya melakukan sosialisasi melalui
whatsapp maka tidak informasi yang disampaikan tidak optimal karena tidak
semua masyarakat mengetahui tentang informasi mengenai Klampid New
Generation.

Sumber Daya

Sumber Daya yang dimaksud oleh George Edward 111 (Agustino, 2006:158-
159) merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan
atau mengimplementasikan sebuah kebijakan. Indiktor yang digunakan untuk
mengukur bagaimana sumber daya dapat mempengaruhi sebuah implementasi
kebijakan yakni sumber daya manusia (staff), sumber daya fasilitas (sarana
prasarana), dan sumber daya wewenang.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kecamatan Tambaksari khususnya di Seksi
Pelayanan Publik cukup memadai dimana jumlah staff berjumlah 6 orang dan 1
kepala seksi. Staff yang dikerahkan juga memiliki kemampuan dan wawasan yang
memadai sehingga kualitas dari staff pegawai Kecamatan Tambaksari sangat
mencukupi dalam mendukung pelaksanaan implementasi pembuatan e-KTP.
Pembagian tugas juga sesuai dengan job desk masing-masing dan merata di setiap
layanan.

Sumber daya manusia penerima layanan yakni masyarakat. Sumber daya
manusia yang juga dianggap penting terhadap keberhasilan implementasi
kebijakan. Tujuan dari dibuatnya sebuah inovasi kebijakan Klampid New
Generation merupakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membantu
masyarakat dalam melaksanakan administrasi kependudukan. Apabila masyarakat
mampu untuk mengikuti dan memahami inovasi Klampid New Generation maka
implementasi dari Klampid New Generation dapat dianggap berhasil. Namun,
dalam praktiknya banyak masyarakat yang kurang memahami dan dapat
mengikuti perkembangan teknologi informasi terkhususnya masyarakat yang
berusia paruh baya. Kurang memahami teknologi ini dapat dapat diidentifikasi
melalui tingkat pendidikan masyarakat. Di Kecamatan Tambaksari lulusan
SLTA/sederajat keatas hanya mencapai 36,62%. Kebanyakan dari masyarakat
tidak memahami apa itu inovasi yang dibuat, adapun remaja yang datang juga
membantu orang tua mereka.

Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan
pelayanan administrasi kependudukan sudah memadai mulai dari gedung
pelayanan hingga atribut yang digunakan saat perekaman e-KTP sangat lengkap.
Namun ada beberapa peralatan yang tidak bisa diakses secara umum oleh
masyarakat yakni seperti printer dan scanner. Meskipun tujuan dari adanya printer
dan scanner tersebut untuk mencetak e-kitir yang akan diberikan kepada
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masyarakat, namun ketika ada dokumen yang kurang masyarakat tidak memiliki
akses dan harus mengkopi atau prnt dokumen diluar. Fasilitas ruangan yang baru
membuat masyarakat nyaman tetapi apabila terjadi penumpukkan ruang tunggu
memiliki keterbatasan kursi tunggu. Fasilitas online seperti web juga cukup baik
dan bagus namun terkadang terjadi perbaikan oleh Dispenduk ataupun
pemeliharaan jaringan oleh Kominfo sehingga pelayanan sedikit terhambat.
Sumber Daya Kewenangan

sumber daya kewenangan yang ada di Kantor Kecamatan Tambaksari
khususnya di bagaian Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah sesuai
dengan dengan standar operasional prosedur, dimana dalam kewenangan yang
dimiliki tersebut yang ditulis dalam Keputusan Camat Tambaksari No.
800/436.9.25/2023 tentang Standar Pelayanan Kecamatan Tambaksari lampiran 2
yang berisi Standar Pelayanan Cetak Ulang Kartu Tanda Penduduk Elektronik
tidak dijelaskan bahwa Kecamatan Tambaksari memiliki wewenang untuk
menerbitkan dokumen kependudukan (e-KTP) dalam surat tersebut hanya tertulis
bahwa Kecamatan Tambaksari hanya sebagai pembantu masyarakat dalam proses
administrasi atau input data ke dalam aplikasi Klampid New Generation agar
segara diproses penerbitan dokumen kependudukan oleh pihak Dispendukcapil.

Sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sumber daya kewenangan
serta sumber daya fasilitas atau sarana prasarana dalam menunjang keberhasilan
implementasi pembuatan e-KTP online Klampid New Generation Kecamatan
Tambaksari sudah cukup memadai, namun ada beberapa hal yang masih dianggap
kurang yakni penggunaan fasilitas yang ada di Kecamatan tambaksari khususnya
printer yang tidak bisa digunakan masyarakat untuk melengkapi berkas apabila
ada kekurangan dan apabila ada kendala teknis dari kominfo atau pemeliharaan
jaringan maka menghambat pelayanan administrasi kependudukan.
Disposisi

Disposisi Sikap menurut Edward 111 (Winarno, 2005) memiliki kedudukan
yang memiliki konsekuensi yang tinggi dalam implementasi kebijakan. Jika
pelaksana kebijakan bersikap positif maka implementasi kebijakan akan berakhir
positif juga. Namun, apabila sebaliknya jika pelaksana kebijakan memiliki sikap
acuh maka akan menunda dan menimbulkan hambatan-hambatan lainnya. Dalam
penelitian ini indikator yang menjadi pengukuran disposisi sikap menurut George
Edward 1ll adalah niat, pemahaman serta tanggapan para birokrat pelaksana
kebijakan.

Disposisi atau sikap karyawan niat pegawai Kecamatan Tambaksari tulus
dan juga merupakan tuntutan pekerjaan mereka untuk melayani masyarakat di
Kecamatan Tambaksari dalam kepengurusan administrasi kependudukan.
Pemahaman pegawai tentang kendala juga cukup membantu masyarakat, apabila
ada permasalahan saat terjadi pengajuan e-KTP maka tanggapan pegawai akan
mengifokan hal tersebut secara detail dan cepat dalam menghadapi masalah.
Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan. Struktur Birokrasi menurut Edward Il (Winarno,
2005) terdiri dari dua karakter yakni Standar Operasional prosedur atau biasa
disebut SOP dan fragmentasi.
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Standar Operasional Prosedur

SOP adalah Standar atau aturan yang dibuat untuk menyeragamkan atau
menyamakan cara kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam sebuah SOP
biasanya terdapat sumber daya yang dibutuhkan, dasar hukum, kepastian waktu
dan tata cara dalam mengimplementasikan suatu kegiatan dalam sebuah
organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Struktur birokrasi atau alur birokrasi pelayanan pembuatan e-KTP yang
dilaksanakan di Kecamatan Tambaksari sesuai Standar Operasional Prosedur yang
ditulis dalam Keputusan Camat Tambaksari No. 800/436.9.25/2023. Mulai dari
kelengkapan berkas hingga tata cara dan aturan waktu dalam pelayanan hingga
penerbitan sudah sangat sesuai dengan standar operasional prosedur. Apabila ada
kesalahan dalam pengajuan atau ada masalah dalam verifikasi berkas kecuali data
yang terblokir maka bisa dilakukan pengajuan kembali tanpa melakukan alur dari
awal.

Fragmentasi

Fragmentasi atau penyebaran secara merata dari suatu tanggung jawab
kepada beberapa individu, divisi masupun sebuah badan yang berbeda beda
sehingga terbentuklah koordinasi. Dalam pembagian tugas di Kantor Kecamatan
Tambaksari Kota Seksi Pelayanan Publik cukup merata khususnya di bidang e-
KTP. Terdapat 1 pegawai yang bertugas untuk pengajuan berkas dan satu pegawai
untuk bagian perekaman. Apabila ada penumpukan antrean akan dibantu oleh
karyawan lain yang berada di dalam seksi pelayanan publik Kecamatan
Tambaksari.

D. PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan peneliti mengenai Implementasi
Pembuatan e-KTP Online Klempid New Generation di Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:
1. Faktor komunikasi
Pada hasil penelitian tentang indikator komunikasi dapat disimpulkan tidak
meratanya informasi yang seharusnya didapat masyarakat dan mengakibatkan
penumpukan antrean yang terjadi di Kantor Kecamatan Tambaksari. Akan
tidak tahuan tersebut masyarakat langsung menuju kantor Kecamatan
Tambaksari untuk kepengurusan e-KTP karena dianggap lebih mudah dan
langsung di layani dengan baik. Faktor komunikasi sosialisasi belum bisa
dianggap berhasil karena banyak masyarakat tidak mengetahui dan tidak
memahami tentang inovasi Klampid New Generation yang bisa diakses secara
pribadi. Namun ada faktor komunikasi yang telah berhasil yakni transmisi
melalui media sosial dan kejelasan informasi yang didapat masyarakat dari
pihak Kecamatan Tambaksari.

Beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan komunikasi:

a. Penyebaran informasi atau transmisi terutama sosialisasi secara langsung
tidak menjangkau masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi terhambat
karena ketua RW hanya melakukan sosialisasi melalui whatsapp.
Sehingga penyebaran informasi dapat mempengaruhi kegagalan.
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b. Kejelasan informasi mempengaruhi keberhasilan karena informasi yang
disebarkan melalui media sosial dan komunikasi secara langsung dengan
pegawai Kecamatan Tambaksari cukup jelas dan tidak berbelit-belit.

2. Faktor sumber daya

Sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya kewenangan serta
sumber daya fasilitas dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijkan
sudah cukup memadai, namun ada beberapa hal yang masih dianggap kurang
yakni penggunaan fasilitas yang ada di Kecamatan tambaksari khususnya
printer yang tidak bisa digunakan masyarakat untuk melengkapi berkas serta
apabila ada kendala teknis dan pemeliharaan jaringan oleh kominfo membuat
pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat diberikan.

a. Sumber daya manusia penerima layanan mempengaruhi kegagalan
dikarenakan kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang inovasi
KNG sedangkan sumber daya manusia pemberi layanan mempengaruhi
keberhasilan karena pegawai Kecamatan Tambaksari merupakan orang-
orang yang kompeten dibidangnya.

b. Sumber daya fasilitas mempengaruhi kegagalan implementasi dikarenakan
tidak adanya mesin fotokopi atau scanner yang digunakan masyarakat
secara langsung apabila dokumen yang dibawa kurang lengkap dan
aplikasi yang sering tidak bisa digunakan akibat pembaruan aplikasi yang
terjadi.

c. Sumber daya kewenangan juga mempengaruhi keberhasilan karena
Kecamatan Tambaksari memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan
yang tertuang dalam  Keputusan Camat  Tambaksari  No.
800/436.9.2502023.

3. Faktor disposisi
Disposisi atau sikap karyawan niat pegawai Kecamatan Tambaksari tulus

dan juga merupakan tuntutan pekerjaan mereka untuk melayani masyarakat di

Kecamatan Tambaksari dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Lalu

hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tambaksari menyatakan

bahwa pemahaman pegawai tentang Klampid New Generation juga cukup
membantu masyarakat dalam pengajuan administrasi kependudukan, apabila
ada permasalahan saat terjadi pengajuan e-KTP maka tanggapan pegawai akan
mengifokan hal tersebut secara detail, informatif dan cepat tanggap dalam
menghadapi masalah. Pegawai juga bersikap ramah dan tulus membantu
masyarakat Kecamatan Tambaksari dalam kepengurusan administrasi
kependudukan terutama e-KTP online. Faktor disposisi sikap mempengaruhi
keberhasilan implementasi karena pelaksanaka kebijakan bersikap solutif dan
cepat tanggap dalam membantu masyarakat.
4. Faktor struktur birokrasi

Meskipun memiliki jumlah staff ahli yang mencukupi, namun apabila ada
kelemahan dalam struktur organisasi maka akan terjadi hambatan dalam
implementasi dari suatu kebijakan. Struktur birokrasi menurut edward Il1
dalam bukunya terdiri dari dua karakter yakni Standar Operasional prosedur
atau biasa disebut SOP dan fragmentasi.
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a. Standar Operasional Prosedur mempengaruhi keberhasilan implementasi
karena pelaksana kebijakan telah memberikan pelayanan sesuai SOP

b. Fragmentasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi karena
pembagian tugas yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing
pegawai, sehingga Kecamatan Tambaksari memiliki staff ahli di bidang
administrasi kependudukan.

Secara umum implementasi pembuatan e-KTP online Klampid New
Generation di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berhasil namun belum
optimal, hal tersebut dikarenakan dari 4 fokus utama dan terdapat 8 sub fokus
yang ada terdapat 2 faktor kegagalan yakni penyebaran informasi dan sumber
daya manusia penerima layanan. Sehingga saran yang dapat diberikan yakni
memberikan sosialisasi dengan model pelatihan secara langsung terhadap
masyarakat, supaya masyarakat memahami penggunaan inovasi Klampid New
Generation.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa
saran agar kedepannya dapat terlaksana lebih optimal lagi, saran tersebut
diantaranya:

a. Untuk Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

1) Mengadakan sosialisasi secara langsung atau bertatap muka dengan
masyarakat dan dilaksanakan secara berkala

2) Mengadakan pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan
pengetahuan tentang tata cara penggunaan dan kegunaan aplikasi
Klampid New Generation

3) Menyediakan scanner atau mesin fotokopi untuk masyarakat supaya
masyarakat tidak perlu kembali ke rumah atau keluar dari daerah
Kantor Kecamatan Tambaksari untuk mencari tempat fotokopi atau
scan.

b. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

c. Meningkatkan kualitas aplikasi supaya minim terjadinya trouble

sehingga masyarakat dapat mengakses aplikasi Klampid New
Generation dengan lancar
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